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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR : PKSI35AINIF2023
NOMOR ' 82/KS.PUSDIKLAT.BPS/21-VIIl/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI BAG| PERSONEL KEMENTERIAN

PERTAHANAN RI TAHUN ANGGARAN 2023

“Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh
Tiga, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:"

1.

Tandyo Budi R, 5.50s . Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian
Mayor Jenderal TN Pertahanan selanjutnya disebut Kabadikiat Kemhan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kemenierian Pertahanan Republik  Indonesia,
berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya
Nomor 58 Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

2. Suntono, S.E., M.Si. ' Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusal

Statistik, disebut Kapusdiklat Badan Pusat Statistik,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Pusat Statistik berkedudukan dan beralamat di Jalan
Raya Jagakarsa No. 70. Lenteng Agung Jakarta
aselatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagal "PIHAK" dan
secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK’, terlebih dahulu mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut
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bahwa bardasarkan Persturan Mented Perdayagunaan Aparmtur Negare dan
Reformasi Birgkrasi Republik indonaale Momor 32 Tabwn 2020 Tantang Jabatan
Fungsional Pranata Kompulder, Pasal 1 ayef 20, instansi pembina jabatan fungsional
pranata komputer yang selanjuinya deebut instanzi pembina adalah lembaga
pemernirtah non kementeran yang melaksanakan uges pamerintahan di bidang statistik;

bahwa bardasarkan surst Kepala Badan Pandidikan dan Pelatihan Kemhan Nomor:
BA3AVINE02% tanggal 31 Maret 2023 Perihal Pamohonan  Fasilitasi
Fanyalenggaraan Diklat;

bahwa berdasarkan atrat Kepala Pusdikst Pusciklat Badan Pusat Stalisik Normor. B-
32202500 DL 2404 04/2025 tanggal 17 Aprll 2023 perihat Fasilit=si Pemyelenggarssn
Felatinan Prakom Keahlkan;

bahwa bardasarkan Sural Kabadiklat Kemhan Nemor: Bf28seMIN2023 tanggal 1
Agustus 2023 fentang  Pemohonan  Pemssfijuan  Perdenfan  Kerja  Sama
Penyelenggaraan Pendidikan dan Felathan Fungsional Pransta Kompulsr Tingket
Ahli bagi personel Kementerian Pertahanan Rl TA 2023;

bahwa berdasarkan Sural Menteri Penlahanan Momor: EMA405/HKM.01.00/Rokum
tang3al 8 Agusius 2023 paribal Pernberian lzin Melakukan Perjanjian Kedga Sama
antara Badiklal Kemhan dengan Badan Pusat Statieiik ientang Pendidikan dan
Pelalihan Fungsional Franal Komputer Tingkat Ahli bagi personal Kementardan
Partabanar: Rl TA 2025;

berwa  Ferjanjign Kerja Sama yang selanjutnya disetid Perjanjian  adalab
kesepakatan yang dbuat sacara lafubs dan diistapkan oleh 2 {dua) pitak atau lebih
pafarat vang diben wewenang dan memuat ketenfuan yang dapal menimbulican
akibat Hukum bagi para pihak yang menandalangan! Perjanjian;

bahwa Badan Pusat Statisiik (BFS) adatah Lembage Pemerintah non Depariamen
yang berada di bawah dan bertanggunyg jawsb kepada Freslden Peraturan Fresiden
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tenlang Badan Pugat Stiefisiik.
Melaksanakan tuges pemesnnlahan di bldang kegiatan statishk zesuai dengan
ketentuan peraturan perondang-undangan dan sebagal Inshkansi Pambina Jabatan
Fungsional Pranata Komputar;

bahwa Badan Fenchdikan dan Pelatiban Kementerian Pertahanan yang selanjutnya
disebut Badlkial Kemhan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kemeanlerlan
yarg berada di bawah dan bartanggung jawab kepada Menten Pertahanan,
mempunyai tugas melaksanakan Pendidlkan dan Pelatihan & bidang Pertahanan;

hahwa Pusat Pandidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan sehnjutnya
dissblt Pusdiklat Tekfunghan adalah unsur pelaksana tugas dan fungel Badidat
Kemhan mempunyat tegas merencanakan, meloksanakan, mengevaluasi dan
pelaporan serfa meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pendidican
dan pelatihan tefmis fungsional pertahanan; dan

Fendidikan dan Palatihan Fungatonal Pranata Kemputer Tingkal Ahll yaifu petatihan
ditjukan bagi PNS yang akan memangku Jabetan Fungsional Pranata Kompater
Tirglkat Ahli.

Parsf:
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Berdasarkan hal-hal tarsabut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan
Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemyelenggaraan Pendidlkan dan Pelatihan {Diklat)
Fungslonal Pranata Komputer Tigkat Ahll bagi pecsonel Kementerisn Pertahanan Rl TA
2023 yamg distur sebagaimana ferluang dalamn pasal-pasal perjanjian barikut:
Faeal 1
Maksud dan Tujuan

(1) PKSini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menyelenggarakan Diklal Fungsional
Pranata Komputer Tingkat Ahli bagi Personel Kamenterian Partahanan Rl TA. 2023,

2} PKSini bartujuan untul manjamin kalancaran dan ketertiban oleh PARA FIHAK pada
penyelanggaraan Dikdat Fungsional Pranala Komputar Tingkat Ahll begi Personel
Kementerdan Pertahanan Rl TA. 2023

Pasal 2
Lingkup Kerja Sama
Lingkup perjanjian ini adalsh penyelenggarasn Diklst Fungsionsl Pranata Komputer Tingkat
Anlf bagl Personed Kernentanan Pefananan R TA. 2023,
Fazal 3
Kewajiban dan Hak
(1)  PIHAK XESATU mempunyai kewsjiban:

al Melaksanekan pendataan dan menyershkan hasil pandataan calon peserla
Diklat Fungsioral Pranala Komputer Tingkat Ahli kepada PIHAK KEDUA,

b} HMenyarahkan kalengkatan adminisdrasi calon peserta Qiklat kepada PIHAK
EDLIA;

G) Para calon peserta Diklst wajlb sudah melaksanalcan \Waksin yang dibuktikam
dangan Sartifikat rasmi atau dokumen pendukung lainnys;

d} Menviapkan lmpat dan  fasiltas vang Bkan digunekan dalam
pemyelenggaraan Diklat:

)} Mananggung segala biaya yeng timbul pada penyelanggzragn Didat

Furgsional Pranata Komputer Tingkat Ahli bagl Personsl Kemenderian
Pertahanan RI T 2023

f) th&nmhkan Laporan Hasll penyelenggaraan Diklat kepada PIHAK KEDUA;
n
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q) lenerbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bapi
pesarta yang elab menyelssaikan seluruh program Diklat Fungslonal Pranata
Kompu'er Tingkat &hli yang dinyatakan lulus.

PIHAK. KEDUA mempunyal kewsjiban:

a) Menylapkan Kurdkulum dan bahen pembelajaran Diklal Fungsional Pranata
Komputer Tingkat Ahli bagk Parsonal Kemenberian Padahanan Rl TA. 2025:

b} Menmfasibtasi penyelanggaraan Diklat Fungaional Pransta Komputer Tingket
AR bagl Pearscne| Kemanterlan Partahanan RI TA. 2023; dan

c) Menyedizkan tenaga pengajar dalam penyslenggaraan Dikiat Fumgsional
Pranata Komputer Tingkat Ahli;
PIHAK KESATL mamplinyal hak:

a) Mendapatikan pembealsjaran seeusi kurikulum dan bahan ajar yvang diterapkan
Jdalam penystenggaraan Diklal Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli dari

PIHAK KEDUA,

f) Menarima dukungan pembelagasan dan pamanfastan sumber daya Diklat dan
FIHAK. KEDLA:

PIHAK KEDUA mampunya hak:

a) Menerima hasil pendalazan dan kelengkapan adminisirasi pesarta Dik|at dari
PIHAK KESATL; '

b Menerima Laporan Hasil penyelenggaraan Diklat daci PIHAK KESATU
) Mendapatkan penjaminan panerapan kunkulm dan tahan ajar dalam
penyelenggaraan Diklat dard PIHAK KESATU
Fasal 4
Palaksanaan
Peryalangoaraan Tiklal Fungzional Pranata Kemputer Tingkat Ahli disefenggarakan,
aleh PIHAK KESATU i Puzdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhsn JI. Salemba | No,
25, Jakarta Pusat,
Panyalengperasn Diklat Fungswonal Pranala Kompubar Tingkat Ahli, dikuti olah 25
{dua puluh lima) arang Personel Kemanterian Pertshanan Bl TA. 2023 dan targgal
2 Ckober 5.d, 24 Hovamber 2023,

Penyelenggaraan Diklat dengan Metode Slandad {eamvny mengaunakan Learring
Managemani System Puadiklat BPS dengan pengeldlsan sebagai bankul:
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a) Pambalajaran MandinMOOC gelama 3 {ima} har kerja tidak diasramakan.
b Pembelajaran Jarak Jauh selama 10 {sepuluh) har keda tidak dlasramakan.

2) Palaksanaan Laboraterum Pranata Kamputar sslama 15 (lima Lalas) harl di
unit Kerfa masing-roasing.

) Pembalajaran kaskalseminarfutup pendidikan sslama 10 {sspuluh) har
Hasramakai.

Pasal 5
Fambiavaan

Blaya yang imbul akibal pelaksanaan Paranfian inl dibebankan kepada PIHAK
KESATU sebeaar Rp. 72.0112.000,- (Tujuh puluh dua futa dua bedas ribu rupiah) dan
dibayarkan secuai katenfusn yang berlaku.
alstem pembayaran honorarium pelatihan dilakukan secara lengsung melatui
rekening tensga pengejar dah PIHAK KESATU

Pasal 5

Jangka Wakiu

Perjanjian inl berlsku sejak tanggal dilandailangani oleh PARA PIHAK sampai dengan
selesainya pefaksenean Dikiat Fungsional Franata Komputer Tingkal Ahlt bagi Personel
Kementenan Pertahanan Rl TA 2023,

i

()

Fascal 7

Keadean KaharForce Majewre

Keadaan kahar {force mafeure) yang dimaksud dalam perjanjian inl adalah suatu
peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kamampuan PARA PIHAK sahingoa kewajiban
yang ditenttskan dalsn perjanjian ink tidak dapat dipenubi, apablla terjadi perang,
kerusuhan, revelusi, bencana alam, pemagokan, kebakaran yang bukan disengaja,
embargo den perubahan kebifakan pemerirtah.

Dalam hal terjad keadaan kshar (foree mafeurs) sehagaimana dimaksud pada avat
{1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajb membermhukan secara

teduls kepada pihalc lalonya setelah terjadina rfivce mafewre. Eisertal dengan bukti-
bukll yang layak darl instansl yang berwenang.

PARA PIHAK dibsbaskan dari langgung jawab atas kegagslan atau keterlambatan
dalam pelaksansan kewsjibannya berdesarkon Peranjian Inf yang dizsbabkan oleh
keadazn kahar (force mafetrs)

Pt

A% ]




5}
Paszal 8
Penyelesaan Perselisihan

(1)  Apabila tenadi perselisihan akibat dar pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK
mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

{2)  Apabila musyawsrah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
fercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau konsifiasi,
Pasal 9@
Perubahan Penanjian
Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur datam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Perjanjian ini.
Fasal 10
Berakhirmya Perjanjian
Perjanjian ini berakhir setelah seluruh rangkaian Penyelenggaraan Dikiat Fungsional
Pranata Komputer Tingkat Ahli bagi Personel Kementerian Periahanan RI TA. 2023, telah
selesal dilaksanakan seria kewajiban dan hak PARA PIHAK telah terpenuhi
Pasal 11
Penutup
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani cleh
PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal

PKS ini, masing-masing memillki kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK masing-
masing mendapatkan satu rangkap, berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

iHN{ KESATU,

Suntono, S E., MSi. NEEEa i R S sos
Maynr Jenderal TNI
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FERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

NOMOR: PKS.60/SET/KKOTL/PEG. 1/10/2023
NOMOR : PKS/41/X2023

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KADER BELA NEGARA LINGKUP PEKERJAAN
BAG|I APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DIREKTORAT JENDERAL PENGEMNDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TAHUN 2023

*Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga,
bertampat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini.”

1. Tulus Laksong, SH. . Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan sslanjutnya disebut Sekertaris
Dirjen PPEL adalah pelaksana tugas dalam pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Direktorat Jenderal, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Direklorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl berkedudukan dan
beralamat di Jalan DI, Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas
Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU:

2. Tandyo Budi R, 5.50s. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian
Mayor Jendaral TNI Pertahanan selanjutnya disebut Kabadiklat Kamhan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan
beralamat d Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta

Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Faraf;
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PIHAK KESATY dan PIHAK KEDUA secars sendli-sendmf digetnt sebagai "PIHAK® dan
peCara barsama-sama disebul sebagal’ PARA PIHAKT, 1erleblh dabulu mamperimbangten
hat-hal sebagal berkut:

1.

Balwwva berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelakearmean Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2018 lentang Pengelolaan Sumber
Craya Nasional dan Parmenbian Nomer 8 Tahun 2022 tentang Pedoman PKBI;

barwa Direkiorat Jenderal Fengandalian Fancemaran dan Kerusakan Lingkungan
Kementerdan Lingkungan Hidug dan  Kebwtanan Republlk  Indonesia  ndin
memberkan pengembangan kompetensl melalul Diklat Kader Bale Negara Lingkup
Pekearjzan Bagi Aparetur Sipil Negara (ASN) Tahun 20232 dengan surai Momo:
SAOSFISETKKOTLUPEG 11Q/2023  tanggal 11 Oktober 2023 Pearfhal
Permchgnan Fasillas Pelatihan Bela MNegors Bagi ASN Dircktorat Joenderal
Pergpendalian Pencamaran dan Keresakan Lingkurngan:

bahwa berdasarkan Sural Kabadikiai Kemban Nomor BRA433 %2023 {fanggal 25
Okioher 2023 tentana Permobionan Persetuisan  Perjanjian  Kera Sama
Penyelenggaraan Didat Kadar Bala Negara antara Badikiat Kemben dengan
Direktorat Jenderal Pangendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Kementonan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl Tahun 2023;

hahwa Penanjlan Kerja Sama yang sslanjuinya disingkat PKS adalah kesepakatan
yang dibuat secars tertuls antsra 2 (dua) pihak atag lebih pajabst yang diberi
waweanang dan merupakan penjabaran dani kesepakatan bersama:

bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjulnya
disebul Badiklat Kemhan adalel unsur pendukung tugas dan fungsi Kementarian
yang berada i bawah dan berangoung javab kepada Menter Perzhanan,
mampunyal ugas melaksanakan Pendidikan dan Palatihan di bidang Partahanan;

bahwa Fusat Pandidikan dan Palatihan Bela Nagara eslanjulnya disabut Pusdidat
Belneg adalsh uneur pelaksana fugae dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatfhan
Kementerian Pertehanan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaparkan sera meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
di bidemg pembeniukan kader bela negars;

bahwa Direkiorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Kementerlan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonests barada dl hawsh
dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
mempunyai lugas menyelenggarakan peramusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengendalian pencemaran dan kawsakan Sngkungan; dan

baiwva pembineen kespdaran bela negars adalah segala usaha, findakan, dan
keglatan vang dilaksenakan dalam rangka memberlkan pengatshuan, pendidikan,
dan/atau palatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan
parilaku sarta menanamican nilal dasar bala negars.

Berdasarkan hakhal tersebul d atas FARA PIHAK menyatakan sepakal untuk mengadakan
Perjanjian kerja Sama (PKS) teniang pelaksanaan Fendldikan dan Palatitan {Dikat Kader
Bela Negara Lingkup Pekenjaan bagi ASN Direidorat Jendaral Pangandallan Pencemaran

Parafl:
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dan Kerusakan Lingkungan (Diljen PPKL) Kamenterian Linglkungan Hidup dan Kehutanan
R1 Tabun 2023 vang diatur sebagaimana terizang dalam pasal-pasal perjanjian hedkul:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(17 PKS il dimaksudkan sebagal pedoman PARS FIHAK unluk menyeslanggsrakan
kegiatan Diklat Kader Bala Negara Lingkup Pekerjaan bagi 52 {lima puluh dua} orang
ASN Ditjar PPEL Kerrenterian Ungkungan Hidup dan Kehutanan Bl Taktun 2023,

{2) PKSini bertujuan untuk menjamim kelancaran dan kefertiban olah PARA PIHAK pada

penyelonggaraan Dlklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan begi ASN Dijjen
PPKL Kamanterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R Tahun 2023,

Pasal 2
Linggkup Kevjs Sama
Lingkup perjanhian o adalah penyelenggaraan kegialan Diklat Kader Bela Negara Lingkup

Felarjaan bagi 52 (Iima puluh dua) orang ASN Dijen PFKL Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan BRI Tahun 2023,

Fasal 3
Kewsjiban dan Hak

{(1) PlHAK KESATU mempunyai kewajlan:

al Malaksanskan pendalaan calon peserta Diklat Kader Bela Hegara Lingkup
Pakerjaar;

b))  Menyershkan hasfl pendstaan pesorta Diklat Kader Bela Megara Lingkup
Pekariaan kepada PIHAK KEDLUA

) Menyerahkan kelenghapan adminisirazi peserta Diklat Kader Gela Negara
Lingkup Pekerjaan kepada FIHAK KEDUA;

d} Mamastlkan calon peserta Diklat Kader Bela Nagara Lingkup Pekerjaan dalam
kondisi sehal yang dibuktikan dengan surst Ketsvangan atsu Cokumesn
Pandukung lainnya, saaf penyerahan kepada PIHAK KEDLIA:

) Manyerabkan peserla kapads PIHAK KEDUA dalam bal Inl Pusdikliai Beals
Megara Badiklat Kemban di lempet yang disepakati; dan

f} Monanggung segala biaya yang imbul pada penyelenggaraen Diklat Kader
Bala Negara Lingkup Pekesjaan.

P arad:
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PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a)

b}

c)

dj

&)

Melaksanakan Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjpaan bagi ASN Diljen
FPHKL Kemenierian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RE Tehun 2023,

Beranggunyglawsat tarhadap pelsksanaan Diklat Kadar Bela Negara Linakup
Paksrjaan;

Menyediakan sarana dan presarena serta sumber daya yang diperlukan
dalam palaksanaan Diklat Kadar Bela Negara Lingkup Pekerjaan;

Mambarikan [Aparan basil palaksanaan Dikidt Kader Bala Nagara Lingkup
Pekenean kepada FIHAK KESATU, dan

Memberikan Senifikat kepada pesaerta yang telah selesal mengikutl Diklat
Kader Bela bMegara Lingkup Pekerjaan.

FIHAK KESATU mempunyai hak;

aj

b)

&)

o

Mengadskan pamantauan, pengeawssan dan evaluasi pelsksanzan Diklat
Kader Bala Negara Lingkup Pekacjaan yang diakukan PIHAK KEQUA,:

Menggunakan sarana dan (asilitas sera memanfaaikan sumberdaya yang
telsh disediskan oleh PIHAK KEDUA;

Manerima laperan hasil pelsksanasn Diklat Kader Bela Negara Lingkup
Fekeraan yang dilakukan PIHAK KEDLIA; dan

Manyetuiui matsri yang diterapkan delam penyalenggaraan Diklat Keder Bela
Megara Lingkup Faker|aan dar PIHAK KEDUA.

PHAK KEDQUA mempenyal hak:

2

b)

=

d)

Mararima hagll pendataan paseta Diklat Kader Belm Megorma Lingkup
Pekerjean dari PIHAK KEJATL;

Menarima kelengkapan admindstrasi peserta Diklal Keder Bels Negara
Lirgkup Pekearjgan dart PIHAK KESATLW:

Menenma biaya Penvelenggaraan Diklal Keder Besla MNegara Lingkup
Pakahaan dahgan slstam pembayaran yang diatur dalem pasal 5 dari PIHAK
KESATLU:

Managma pasare Diklat dari PIHAK KESATU dalam keadzan sehat o
FPusdiklst Bela Megara Badiklat Kemhan di Ds, Cibodas, Kecamatan Rumpin,
Kabupaten Eogor, Jawa Barat 18250, dan

Menerapkan maled yang teleh  disgpakati PARA  PIHAK  dalam
penyelsnggargan DiKlal Kader Bala Megara LingkUup Peketaan,
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Fasal 4
Felaksanagn
Penyelenggaraan Diklat dilaksanakan cleh PIHAK KEDLUA

Persigpan penyelenggaraan Diklat dilakearakan pada fanggal 25 s.d. 20 Oklobar
2023,

Penyelenggarsan Diklat bagi ASN Dijen PRPKL Kemenierian Lingkungan Hidup dan
Kehutaran RI Tahun 2023, pada tanggsl 30 Oktober 3.d4.3 Novamber 2023,

Jumlah Peserts Diklat ASN Ditjen PPKE Tahon 2023 baruimdab 52 {lima puluh dua)
orandg, detgean rincian sebagai berthut:

a) Prig . 26 (s puluh @nam) orang.
by  Wanita : 26 (dua puluh anam} orang.

Pelaksanaan Dklat Kader Bela Negara Lingkup Pekerjaan dilsksanakan di Pusdiklat

Bala Negara Badikial Kemhan, Ds, Cibgdas, Kecamalan Rumpln, Kaboapaten Bogar,
Jawa Barat

Panyalangoaraan Diklat dilaksanakan dangan menarapkan Protokol Kesahatay (3
MY secars ketal

Poleksanaan PKS akan dlevaluasi okeh FARA PIHAK yang hasilnya digunakan
sebagal bahan masuken datam perencanaan program kerja selarjuinya.

Paaal 5
Pembiayaan

Biaya yang Gtmbuyl akibat pelaksanaan Penanjan ni, dibebankan dan

:E:ﬂeﬂanggungjawabkan oich PIHAK KESATU dengan mekankeme senta aturan yang
aku.

Siglem pembayaran penyslenggarsan Diklat Kader Bsla Negara bagi ASN Dijen
PPXL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehulanan Rl Tahun 2023 dalam
Ferjanjian ini dbebankan hkepada anggaran PIHAK KESA&TU sebssar
Rp316.680.000,- (liga raus =nam belay [ula snam ralus dalapan puluh by cuplah).

Slatam pemblayasan pelaksanaan Diklat Kader Beda Megara ini dibayarkan 1 (satu}
kali, dengan melampirkan Surat Pamyatsan Kesanggupan Panyedia BarangfJasa,
rrvalAl transfar o rekening PIHAK. KEDUA sebagai barikit:

Mama Bank : Bank Rakyat Indonesia

Alas Nama : RFL 119 KS Badiklat Kemhan
Nomaor Bekening @ D33501002239207

Paraf:

Te (¥ |
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PIHAK KEDUA membearikan data dukung kepada PIHAK KESATU gura pambuatsn
pertanggungiawaban penggunaan Biaya Diklal =asuai aturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA mendelepasikan wewsnang, tancgung [swab  pelaksanain
penvelenggaraan palathan dan penggunaan biaya yang ditimbulkan kepada
penyelenggara (Kepusdiklat Bels Megara Badiklat Kemhan).

Fasal G

Jangka Wakiu

Ferjanfian Ini beflaku eafak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan

selascinya pelekzanaan Dikdat Kader Bela Mogars Lingkup Pakerisan bagh ASH Difjen
PPKL Kementerlan Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahwn 2023,

(1}

3)

{1}

(L)

Fasal 7
Keadz2n WaharForcs Majours

Keadsan kahar (force mejeurs) yang dimaksud dalam perarjian ini adatah suatu
peristiva yang terhadi di juer kshendakkemampuan PARA PIMAK sehingga
kewsa)ban yang diterukan dalam perjanjian ini Ldak dapat dipenubi, apabila tanad]
parand, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemagokan, kebakaran yang bukan
disenpaja, eambarga dan perubahan kebijakan pemerintah.

Delom hal ferjad] keadzan kahar (force majewrs) sebagaimana dimaksud pada oyat
{1), maka phek yang mengalami keadsan kshar wajib memberiahukan secara
tertulte kepade pihak [ainnya diseriai dengan buki-bukli yang layak darl instansi yang
barwenang.

FaRA PIHAK ditebeskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan

dalam pelaksanaan kewajibannya bardasarkan Perjanjian ni yang disebablkan oleh
kaadaan kahar (face mefeurs).

Pasal &

Penyelesaian Perasslisihan

Apabila terjadi peraeliaihan akibat dan peleksanaan Perjanjiian ni PARA PIHAK
mengutamakan penyalesaian sacara misyavwarah dan mufakat,

Apabila musyawarah dan mufakest sebegaimana dimaksud pada ayat (1} thdak
tercapal, akan diseleasian dl luar pengaditan dengan cara mediasi danfatau konsias|

Paral
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Paszal 9
Perubahan Perjanjian
Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Penanjian ini akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
Pasal 10
Berakhimya Perjanjian
Perjanjian ini berakhir setelah seluruh rangkaian Penyelenggaraan Diklat Kader Bela
MNegara Lingkup Pekerjaan bagi ASN Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Rl Tahun 2023, telah selesai dilaksanakan serta kewajiban dan hak PARA
PIHAK telah terpenuhi.

Fasal 11

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (duaj asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal

PKS ini, masing-masing memilikl kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal
ditandatangani clah PARA PIHAK,

PIHAK KESATU,

#yo Budi R, S.Sos. Tulus Laksono, S.H.
Mayaor Jenderal TNI NIP. 187107131897031001



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS TARUNA NUSANTARA

NOMOR . PKS/21/1V/2023

NOMOR - PKS/420/06127

NOMOR : SJAN/10/SMA TN/IVI2023
TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KADER BELA NEGARA
LINGKUP PENDIDIKAN BAGI OSIS SMA
SE-PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Tiga, bertempat di Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Tandyo Budi R., S.Sos.
Mayor Jenderal TNI

2. Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd. :

. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut
Kabadiklat Kemhan dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat
di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

1

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur
pelaksana pemerintahan Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan dan
beralamat di JI. Pemuda No.134, Sekayu, Kec.
Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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3. Tono Suratman, S.IP - Kepala Sekolah Menengah Atas Taruna

nusantara, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama SMA Taruna Musantara yang
berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya
Purworejo Km 5 Magelang Jawa Tengah, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara sendiri-sendiri disebut
sebagai “PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih
dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Nasional untuk Pertahanan Negara,

bahwa berdasarkan Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/1145/X11/2022
tanggal 30 Desember 2022 tentang Program Kerja dan Anggaran Set Badiklat
Kemhan TA. 2023;

bahwa Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan
yang dibuat secara tertulis antara 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi
wewenang dan merupakan penjabaran dari kesepakatan bersama;

bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya
disebut Badiklat Kemhan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan,
mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pertahanan,

bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara selanjutnya disebut Pusdiklat
Belneg adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan Kader
Bela negara;

bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur
pelaksana pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi
kewenangan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah, beralamat di JI. Pemuda No.134, Sekayu, Kec
Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah;

bahwa SMA Taruna Nusantara Magelang adalah Sekolah Menengah Tingkat Atas
yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Purworgjo Km 5.Magelang Jawa
Tengah di bawah Yayasan Pengembangan Potensi Sumbet Daya Pertahanan;

bahwa pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan,
dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan
perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara; dan

bahwa berdasarkan Surat Kabadiklat Kemhan Nomor: B/1609/IV/2023 tanggal 27
April 2023 tentang Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan

Paraf;

B¢ v
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Diklat Kader Bela Negara Lingkup Pendidikan bagi OSIS Sekolah Menengah Atas
Se-Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan
Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kader
Bela Negara bagi OSIS Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa Tengah yang diatur
sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal perjanjian berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1)  PKS ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menyelenggarakan
kegiatan Diklat Kader Bela Negara bagi OSIS Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi
Jawa Tengah.

(2)  PKSini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban oleh PARA PIHAK pada
penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara bagi OSIS Sekolah Menengah Atas Se-
Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2
Lingkup Kerja Sama

Lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan kegiatan Diklat Kader Bela Negara bagi 500
(lima ratus) orang OSIS Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak
(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

a) Melaksanakan Diklat Kader Bela Negara bagi 500 (lima ratus) orang OSIS
Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional
untuk Pertahanan Negara dan Permenhan Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pedoman PKBN,; ’

b) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Diklat Kaé,ar Bela Negara;

c) Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya yang diperlukan
dalam pelaksanaan Diklat;

d) Memberikan laporan hasil pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara kepada
PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA,

Paraf:
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e)
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Menanggung segala biaya yang timbul pada penyelenggaraan Diklat Kader
Bela Negara; dan

Memberikan Sertifikat kepada peserta yang telah selesai mengikuti Diklat
Kader Bela Negara.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a)

b)

c)

d)

Melaksanakan pendataan siswa OSIS Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi
Jawa Tengah sebagai peserta Diklat Kader Bela Negara,

Menyerahkan hasil pendataan peserta Diklat Kader Bela Negara kepada
PIHAK KESATU;

Menyerahkan kelengkapan administrasi peserta Diklat Kader Bela Negara
kepada PIHAK KESATU, dan

Menyerahkan peserta Diklat kepada PIHAK KESATU dalam hal ini Pusdiklat
Bela Negara di tempat yang disepakati.

PIHAK KETIGA mempunyai kewajiban:

a)

b)

c)

d)

e)

Melaksanakan pendataan siswa Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara
sebagai peserta Diklat Kader Bela Negara;

Menyerahkan hasil pendataan peserta Diklat Kader Bela Negara kepada
PIHAK KESATU;

Menyerahkan kelengkapan administrasi peserta Diklat Kader Bela Negara
kepada PIHAK KESATU,

Menyerahkan peserta Diklat kepada PIHAK KESATU dalam hal ini Pusdiklat
Bela Negara di tempat yang disepakati; dan

Menyiapkan tempat yang digunakan dalam penyelenggaraan Diklat.

PIHAK KESATU mempunyai hak:

a)

b)

c)

Menerima hasil pendataan peserta Diklat Kader Bela Negara dari PIHAK
KEDUA dan PIHAK KETIGA,;

Menerima kelengkapan administrasi peserta Diklat Kader Bela Negara dari
PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA,; : )
Menerima peserta Diklat dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam
keadaan sehat dan tidak terpapar Covid-19; dan

PIHAK KEDUA mempunyai hak:

a)

Mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Diklat
Kader Bela Negara yang dilakukan PIHAK KESATU,

W
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b) Menggunakan sarana dan fasilitas serta memanfaatkan sumber daya yang
telah disediakan oleh PIHAK KESATU;

c) Menerima laporan hasil pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara yang
dilakukan PIHAK KESATU;

d) Menyetujui materi yang diterapkan dalam penyelenggaraan Diklat Kader Bela
Negara dari PIHAK KESATU, dan

e) Mengikutsertakan personal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Jawa Tengah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIl dan guru dalam jumiah
yang proporsional sebagai pendamping.

PIHAK KETIGA mempunyai hak:

a) Mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Diklat
Kader Bela Negara yang dilakukan PIHAK KESATU;

b) Menggunakan sarana dan fasilitas serta memanfaatkan sumber daya yang
telah disediakan oleh PIHAK KESATU;

c) Menerima laporan hasil pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara yang
dilakukan PIHAK KESATU, dan

d) Menyetujui materi yang diterapkan dalam penyelenggaraan Diklat Kader Bela
Negara dari PIHAK KESATU.
Pasal 4
Pelaksanaan
Penyelenggaraan Diklat dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
Penyelenggaraan Diklat bagi 500 (lima ratus) orang OSIS Sekolah Menengah Atas
Se-Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) hari, TMT tanggal 9 sampai dengan 13

Mei 2023.

Jumlah Peserta Diklat Kader Bela Negara berjumlah 500 (lima ratus) orang OSIS
Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

a) SMA Taruna Nusantara : 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang.
b) SMA Se-Provinsi Jawa Tengah : 361 (tiga ratus enam puluh satu) orang.

Pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara dilaksanakan di SMA Taruna Nusantara,
Jalan Raya Purworejo Km 5§ Magelang Jawa Tengah.

Paraf:
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Pasal 5

Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan dan
dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KESATU dengan mekanisme serta aturan yang
berlaku.

PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA Memberikan data dukung kepada PIHAK
KESATU guna pembuatan pertanggungjawaban penggunaan Biaya Diklat sesuai
aturan yang berlaku.

PIHAK KESATU mendelegasikan wewenang, tanggung jawab pelaksanaan

penyelenggaraan pelatihan dan penggunaan biaya yang ditimbulkan kepada
penyelenggara (Kapusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan).

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan
selesainya pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara bagi 500 (lima ratus) orang OSIS
Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa Tengah.

(1)

(3)

(1)

Pasal 7
Keadaan Kahar/Force Majeure

Keadaan kahar (force majeure) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu
peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan PARA PIHAK sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi
perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran yang bukan
disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.

Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada
pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang.

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan

dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh

keadaan kahar (force majeure). !

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan
Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK

mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

Paraf:
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(2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau
konsiliasi.

Pasal 9
Perubahan Perjanjian
Hal-hal lain yang dianggap periu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Pasal 10
Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini berakhir setelah seluruh rangkaian Penyelenggaraan Diklat Kader Bela

Negara bagi 500 (lima ratus) orang OSIS Sekolah Menengah Atas Se-Provinsi Jawa

Tengah telah selesai dilaksanakan serta kewajiban dan hak PARA PIHAK telah Terpenuhi.

Pasal 11

Penutup
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal

PKS ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal
ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KETIGA PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

1S
/_,";sa.lsaxxztzrm

Tono Suratman, S.1P. Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd. Tangyo Budi R., S.50s.
Mayor Jenderal TNI (Purn) Mayor Jenderal TNI




PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN FERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10/Pim/MOUMS2023
NOMOR | PRS/E3IX2023

TENTANG

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
GOLONGAN Il DAN |l MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

“Pada harl inl Senin, tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh
Tiga, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:",

1. Syamsul Arief, SH_MH

2. Tandyo Budi R., S.Sos
Mayor Jenderal TNI

Pit Kepala Pusat Pendidikan dan Pelathan
Manajemen dan Kepemimpinan dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah
Agung Republik Indonesia selajutnya disebut
Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, berkedudukan
dan beralamat di Jalan Cikopo Selatan Desa
Sukamaju Kecamatan Megamendung Bogor
Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kemenierian Perlahanan selanjutnya dissbut
Kabadiklat Kemhan dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kementerian Pertahanan Republk
Indonesia. berkedudukan dan beralamat di Jalan
Menteng Raya Momor 56 Jakarta Pusat, untuk
salanjuinya disebut PIHAK KEDUA
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sacara sendir-sendin disebut scbagal "PIHAK" dan
secara  persema-sama disobut  sebagai  "PARA  PIHAK', leslsbih  dabwlu
mémpactimbangkan hal-hal sebagai beslkut;

1.

bahwa Pedanjian Kena Sama (PKS) yang selanjuinya disebult Pajanian adalah
kesspakalan yany dibuat secara tertulis dan ditetapkan olef 2 (dua} pihak afau
Isbih pojabet yang diberl wewenang dan memuat ketentuan yang dapast
menimbulkan akikat hukum bagi para pibek yang menandatangan! Parjanjian;

batwz berdasarken zurat ilspala Pussat Pendidlkan dan Pelatihan Manajgmen
Kapemimplnan Nomor 478BK.4/Pim/EF2023 tanggal 28 Aqustus 2023 Perihel
Pamichonan Fasilitasi Latsar CPMNS Mahkamah Agung RE:

bahwa bardasarkan Surat KabadiMzt Kamhan Homar: BA2OT724X/2025 tanggal &
Septamber 2023 hal, Keslapan Fasilitasi Kelkulgertaan Latsar CPHNS Mahkamah

Agung RI;

bahwa berdasarkan Sural KabadRiat Kemhan Normar: Bf3062/1X/2023 fanggal 18
Saptember 202% hal, Permohonan Persatujuan Perjanjiian Kerfa =ama
Penyalangaaraan Pelaihan Dasar CPNS Golongan |l dan Golongan |1l
Mahkamah Agung R Tahum 2023;

bahwa Bacan Lithang Diklat Kumdil Mabkamab Agung R adalah satuan kega di
ingkungan Mahkamah Agung RI, mempurvai tugas Membamu Sekretaris
Mahkamah Agung RE dalarm melaksanakan Penelitan dan Pengembangan
dibidang Hukum dan Peradilan, Karjssama antar lembaga di dalam dan luar negeri
serta Pendidikan dan Pelathen Tenaga Talmis dan Adminisirasl Peradilan di
lingkurgan Mehkamah Agung Rl

bahwz Egdan Pendidikan dan Palatiisn Kemantarian Partahanan yang salanjutnya
dizebut Badidat Kemhan adotah Badan pelakesng teknis Kementerian Pertghanan
di bidang pendidikan dan pelatihan, berada df bewsh dan bertanggung jawab
kepada Mented Pertahanan, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan
pendidikan dan peletihan ¢ bidang pertahanan;

balwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tehknis dan Fungsional Parlahanan
zolanjuinya disebut Pusdiklat Tekfunghan adalah uncur pelaksana tugas dan
fungsi Bacliklat Hamhan mempunyal fugas mersncanskan, melaksanakan,
Mengevaluesi dan pelaporan seria merningkatkan mutu pendidikan dan palatihar
di bidang Pendidikan dan Felathan Teknis dan Fungaionsl Pertshanan yang
terakreditasi LAN Rl untuk menyelenggarakan Latsar CPNS., dan

bahwza Palathan Dasar Celbon Fagawal Negeri Sipd (CPNS) Golongan 1l dan
Galongan Il yang salanpuirys dissut Latsar CPNS merupakan kegistan yang wajb
dilakeanalan selama masa 1 () tahun, terhitung sejak tanggal perganakatan
aebagai CPNS unluk mengembangkan kompetensi yang dilakukan secar
lerintegrasl, membangun integritas moral, Kejujuran, semangat dan motivasi
nasiohalisme dan kebangsaan, karakiar kepribadian yang unggul dan barangoung
Jaweb, dan mamperoust profasionalisma serla kompetensi bidang pada Lembags
pelatihan terakredifasi, Lembaga penyelenggers pelatibon yang  belum

Faraf
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terakreditasi danfatau, Lembaga patypslenggara pelatinan dengan syarat tertentu
vang ditetapkan oleh Lembaga Adminlstrasl Megare Republik Indonesia (La&N RI}.

Berdasarkan hakhal tersebut di afas PARA PIHAK menyatakan sapakat untuk
mangacakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Latear CPNS Galongan
L dan Gelongan |1 Mahkamah Agung Rl Tehun 2023 dengan syarat den kotudisi

sebagalmane terbuang dalam pasal-pasal perjenjian berikut:

Fasal 1
Makaud dan Tujuan

{13 Parjanjian ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan kegiatan Laisar CPNS

okongan Il dan Golongan || Mahkamah Agung RI Tahun 2023,

{2) Peranyan ini bertujuan untuk membesikan pengetshuan dan keterampilan,
pembentukan wawasan kebarmgeaan, kepwibadlan dan stika Pagewai Meger Sipl
{FNS), pengetashuan dasar lentang sistem penyelenggaraon pemerintahan
negara, bikdang fugas dan budaye orgenisaslnys supays mampu melaksanakan
bugas dan perannya sebagal pelayan masyarakat khugusnya di lingkungan

Mahkaman Agung RI.

Pagal 2

Linghkup Kena Sama

Lingkup Paclanjian o adalah panyelenggaraan kegiatan Latsar CPMNS Golongan I dan

Galongan Il Mahkarah Aqung Rl Tahun 2023,

Pagal 3
Kewajiban dan Hak

{13 PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

a.  Menyiapkan den menyarahban calon peserta Lalsar CPNS kepada FIHAK
“EDUA dalam bai inl Puedlkiat Tekdonghan Badiklat Kemban dl Jalan

Selemba | Ho. 25, Jakarla Pusat.

b. Wemastikan calon peserta Latcar CPNS dalam kondlisl sehat sast

perrershan kepada Fusdlklat Tekfunghan Badiklat Kemhan.

c. Menanggung blaya yang timbul atas penyelenggaraan Latsar CPNS sesuai

besaran neminal yang telah ditetapkan dalam konfrak,

d Memantay dan mengewssi pesoria Latter CPNE selama  psiakeanaan

Habitiuzsh,

Farals
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Menyiapken mentor pada kegiatan abkiualisasi peserfa didik.,

FiHAK KEDUA mampunygi kewajiban;

Manyelenggarsken Latsar CPNS BMehkameb Agung RI tahun 2023 sesuei
katenduan yang bérlaku,

Menyediakan sarana dan fasililas serta sumber daya yeng diperiukan
dalam penyeienggaraan Latsar CPMNS Mahkamah Agung R

Bertanggung jawab tarhadap penyelenggarasn Lalsar CPHS Mahkamah
Agunp Rl kepada PIHAK KESATL.

Memberkan arformasi yang  lerkal  pengawazan  dan evaluasi
penyelenggaraan Laizar CPMNS kepada PIHAK KESATL.

Memberikan laporan hasil pelakzanaan Latsar CPNS kepada LAN Rl dan
PHAK KES&TU.

FlHAK KESATU mempunyai hak:

Efﬂrgﬂerdah pambelajaran Latser CPNS sesuai dangan kurikulum yvang
L.

Menggunakan sarana dan fasiltas serta mamanfaatkan sumber daya yang
talah disadiaican oleh PIHAK KEDUA

Menerima masukan hasl pemantavan, pergewasan den  evaluas;
palaksanaan Latsar CPNS secara berkala yana dilakukan PIHAK KEDUA.

Marefima laporan bazd penyolenggaraan Latsar CPMNS dari PIHAK
KEDUA,

FIHAK XEDUA mampunygi hak;

Menedima calon peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Rl dard FIHAK
KEEATU dalam keadaan sshat dl Pusdiklat Tekfunghan Badiklet Kemhan
Jalan Salemba | No. 25, Jekarla Pusal.

Mengatur dan mengelola penyelenggaraan Latess CPNS seeusi Kurikulum
Eang ?{;artetﬂ:ﬂm aleh LAN Rl dan jedwal penyelznggaraan yarg telsh
igenakab.

Menedma pembayeran atas baya panyelenggeraan Laisar CPNS tapat
wektu dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud delam pssal 5.

Mengawssi dan mengevaluss| penyelerggaraan Letsar CPNS yang
diieksanakan d Pusdiklat Taidfunghan Badikiat Kamban,

Farni-

[rer] & |
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(2)

(3)

(4}
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(2)

(3
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Pasgal 4
Pelaksanaan

Paryalenggarsan Latsar CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2023, bagi 8
(delapan} orang GFNS Mahkamah Agung Golongan (I sejumiah 1 {salu} orang
dan Gelongan Il sejumiah 7 (tujub) orang, dilakeanskan pada tanggal 21
September 5.4, 16 Desember 2023, menggunakan metode Blended leaming
dengan jacdwal sebagal barikut,

a, Buka'Massive Onfine Opan Cotirge (MOOC) salama 14 (enam belas) har,
peserta tidak di asramakan;

Bx. E-Lgarning selama 22 (dua puluh due) hart, peserta tidak di asramakan;
G Habituasi salama 30 {Uga puluh) herl, peserta lidak df asramakarn; den
d KlasikelfSeminarTutup sekama 6 (enam) Heri, pesera di asramakan.

Materi dan jam pelajaran distur berdasarkan Keputusan Kabadikial Kamhan
Momaor: KEP/MESNIZ022E tanggal 30 Mei 2022 tentang Kurikulum Pealaithan Daaer
CPNS Golongan ) dan Kepulusan Kabadlklal Kemhan Nomor. KEP4TeN2022
tanggal 27 Mei 2022 tentang Kurkulum Pelatihan Dasar CRNS Golongan 1.

Penyelenggaraan pelatinen ssat diasramakan (sislem kiaslkalh skan dllakekan
dengan mensrapican protokol kesshatan secar ketat,

Pslaksanaan Parjanflan inl akan di evalissl olsh PARA PIHAK sacara berkala
yang hagilnya digunakan sebagal bahan masukan dalam kerja sama selanjulnya,

Pasal 5
Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK
KESATU sebasar Rp. 56.000.00C - (Lima puiih enam Juia rupiah) dan dbayarkan
sea0a ketantuan vang berlakuy.

Sistem pembiayaan penyelenggeraan Latsar CPNS Mahkamah Agung R Tahun
2023 dilakesnakan dalam 2 [dus) tahap yartu 50% diha:.rar[-r.an & fenam) hari
aztelah palaksanasn pembukean pebliban dan 0% sianya dibayackan ssbsium
pelaksanaan pembelajaran klasikal, maiaki tranafer ke rekening PIHAK KEDUA
sebagai berikut:

Narma Bank : Bank Rakyst indonesta

Abas Nama : RPL 019 KS BADIKLAT KEMM AN

Nomor Rekening @ 03350100Z2329307

FIHAK KEDUA mendelygasiken wewenang, langgung jawab pengguraszn biaya

yang timbulkan alas penyelenggarsan Latsar CPNS kepada penyelenggara
(Kapusdikiat Tektunghan Badiklat Kemhan).

Farat:
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Pasal 8

Jangka VWaktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandalangani oleh PARA PIHAK sampai dengan
selesainya Penyelenggaraan Latsar CPNS Mahkamah Agung Rl Tahun 2023

(1

(2)

(3)

(1)

(<)

(1)

(2}

Pasal 7
Keadaan Kahar/Force Majeure

Keadaan kahar (force majeurs) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu
peristiwa yang terjadi di luar kehendaklkemampuan PARA PIHAK sehinggs
kewajiban yang ditertukan dalam penanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila
lerjadi perang. kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogeokan, kebakaran yang
bukan disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.

Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara terulis
kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang
berwenang paling lambat 7 (tujuh) han kalender setelah terjadinya keadaan kahar
dimaksud

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau
keterlambatan dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja
Sama inl yang disebabkan oleh keadaan kahar (force majsurs).

Pasal &

Penyelesaian Persalisihan

Apabila terjadi perselisinan akibat dar pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK
mengutamakan penyelesaian secara musyawarah den mufakat.

Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, akan diselesakan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau konsfliasi
Pasal 9
Perubahan Perjanjian

PARA PIHAK sepakat bahwa seliap perubahan dalam Perjanjan il hanya dapat
dilakukan atas persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum dialur dalam Perjanjian ini akan
ditetapkan lebih lanjut dengan Addendum dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.
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(3} Pembatalan perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu
pihak, diajukan secara lertulis selambat-ambainya 7 (tujuh) hari kalender
sebelum berlakunya perjanjian ini.

Pasal 10

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini berakhir setelah seluruh kegiatan Latsar CPNS Mahkamah Agung RI Tahun
2023 telah selesai diselenggarakan serla kewajiban dan hak PARA PIHAK sudah
terpenuhi.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani
olegh PARA PIHAK pada han, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di bagian
awal perjanjian kerja sama ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan
berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,




PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

ANGKATAN UDARA

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

: Perjama /8/VIl/2023
: PKS/32/VII/2023

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KURSUS INTENSIF BAHASA INDONESIA TINGKAT DASAR TAHUN 2023
BAGI CALON PESERTA SEKKAU A-115 TA. 2024 DARI NEGARA SAHABAT

“Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat

di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:”

1. Umar Fathurmohman, S.LP., M.Si., M.Tr.(Han) : Kepala Dinas Pendidikan Tentara

Marsekal Pertama TNI

2. Tandyo Budi R., S.So0s.
Mayor Jenderal TNI

Nasional Indonesia Angkatan Udara
berkedudukan di Mabes TNI AU Jalan
Raya Cilangkap Jakarta timur, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Dinas
Pendidikan Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Udara (Disdik TNI AU), yang
untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

: Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
. Kementerian Pertahanan selanjutnya

disebut Kabadiklat Kemhan dalam hal ini
bertindak untuk dah atas nama Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia,
berkedudukan dan beralamat di Jalan
Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan
secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu mempertimbangkan

hal-hal sebagai berikut:

Paraf:

% AL




PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

ANGKATAN UDARA
DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

. Perjama /8/VII/2023
: PKS/32/VI/2023

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KURSUS INTENSIF BAHASA INDONESIA TINGKAT DASAR TAHUN 2023
BAGI CALON PESERTA SEKKAU A-115 TA. 2024 DARI NEGARA SAHABAT

“Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat

di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:".

1. Umar Fathurmohman, S.LP., M.Si., M.Tr.(Han) : Kepala Dinas Pendidikan Tentara

Marsekal Pertama TNI

2. Tandyo Budi R., S.S0s.
Mayor Jenderal TNI

Nasional Indonesia Angkatan Udara
berkedudukan di Mabes TNI AU Jalan
Raya Cilangkap Jakarta timur, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Dinas
Pendidikan Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Udara (Disdik TNI AU), yang
untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

: Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
. Kementerian Pertahanan selanjutnya

disebut Kabadiklat Kemhan dalam hal ini
bertindak untuk dah atas nama Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia,
berkedudukan dan beralamat di Jalan
Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai “PIHAK" dan
secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu mempertimbangkan

hal-hal sebagai berikut:

Paraf:

% AL




2

1. bahwa TNI Angkatan Udara ingin Mengikuti Kursus Intensif Bahasa Indonesia
(KIBINA) tingkat dasar Tahun 2023, bagi calon peserta Sekolah Komando Kesatuan
TNI Angkatan Udara (Sekkau) A-115 TA 2024 dan negara sahabat, dengan surat
Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor B/1489/V1/2023 tanggal 6 Juni 2023 Perihal
Permohonan mengikuti KIBINA TA. 2023 bagi Calon Siswa Sekkau A-115
Mancanegara,

2 bahwa berdasarkan Surat Kabadiklat Kemhan Nomor. B/2322/VII/2023 tanggal 4
Juli 2023 tentang Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan
Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tingkat Dasar Tahun 2023 bagi calon peserta
Sekkau A-115 TA. 2024 dari negara sahabat,

3. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertahanan Nomor: B/1257/HKM.01.00/Rokum
tanggal 14 Juli 2023 perihal Pemberian lzin Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara
Badiklat Kemhan dengan TNI Angkatan Udara;

4 bahwa Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan
yang dibuat secara tertulis antara 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi
wewenang dan merupakan penjabaran dari kesepakatan bersama,

5. bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya
disebut Badiklat Kemhan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian
Pertahanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan,
mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pertahanan,

6. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Badiklat Kemhan selanjutnya disebut
Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi
Badiklat Kemhan, dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa
disebut Kapusdiklat Bahasa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
di bidang bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing;

7. bahwa Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara yang selanjutnya disebut Disdik TNI
Al adalah badan pelakasana pusat Mabesau, dengan tugas sebagai penyelenggara
fungsi pendidikan di TNI AU yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Asisten Personel Kepala staf TNI AU; dan

8. bahwa KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 bagi calon peserta Sekkau A-115 TA 2024
dari negara sahabat, diselenggarakan untuk membekali calon peserta perwakilan
resmi Negara Sahabat dengan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia
sebagai persiapan untuk mengikuti Pendidikan Sekkau TA. 2024

! .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan

Perjanjian Kerja Sama tentang KIBINA tingkat dasar Tahun 2023, bagi calon peseria

Sekkau A-115 TA. 2024 dari negara sahabat yang diatur sebagaimana tertuang dalam

pasal-pasal perjanjian berikut:

[
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Pasal 1

Maksud dan Tujuan

(1) PKS ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menyelenggarakan
KIBINA tingkat dasar Tahun 2023, bagi calon peserta Sekkau A-115 TA. 2024 dari
negara sahabat.

(2) PKS ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban oleh PARA PIHAK pada
penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023.

Pasal 2

Lingkup Kerja Sama

Lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023, bagi
calon peserta Sekkau A-115 TA. 2024 darn negara sahabat.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak

(1)  PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

a)

b)

c)

d)

e)

Menyiapkan calon peserta yang akan mengikuti KIBINA tingkat dasar Tahun
2023;

Menyerahkan hasil pendataan dan kelengkapan administrasi calon peserta
kursus kepada PIHAK KEDUA,

Para calon peserta kursus wajib sudah melaksanakan vaksin yang dibuktikan
dengan sertifikat resmi atau dokumen pendukung lainnya, dan diserahkan
kepada PIHAK KEDUA,;

Memastikan bahwa seluruh peserta selama mengikuti KIBINA tingkat dasar,
memiliki pertanggungan asuransi kesehatan yang berlaku di Indonesia;

Menyerahkan calon peserta didik kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini
Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan; dan

Menanggung segala biaya yang timbul pada penyelenggaraan KIBINA tingkat
dasar Tahun 2023. \

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a)

b)

Menyiapkan kurikulum dan bahan pembelajaran untuk pelaksanaan kursus
KIBINA tingkat dasar Tahun 2023, bagi calon peserta Sekkau A-115 TA. 2024
dari negara sahabat;

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023,

Paraf:
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(3)

(4)

(1)

d)

e)

4

Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya yang diperlukan
dalam pelaksanaan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023,

Memberikan laporan penyelenggaraan KIBINA di awal, pertengahan, dan
akhir pendidikan kepada PIHAK KESATU; dan

Memberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) kepada
peserta yang telah selesai mengikuti KIBINA tingkat dasar Tahun 2023.

PIHAK KESATU mempunyai hak:

a)

b)

c)

d)

Mendapatkan pembelajaran sesuai kurikulum dan bahan ajar yang diterapkan
dalam penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 dan PIHAK KEDUA,;

Menggunakan sarana dan fasilitas serta memanfaatkan sumber daya yang
telah disediakan oleh PIHAK KEDUA:

Mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan KIBINA
tingkat dasar Tahun 2023 yang dilakukan PIHAK KEDUA; dan

Menerima laporan penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 di
awal, pertengahan, dan akhir pendidikan dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA mempunyai hak:

a)

b)

c)

d)

e)

Menerima hasil pendataan peserta KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 dari
PIHAK KESATU;

Menerima kelengkapan administrasi calon peserta KIBINA tingkat dasar
Tahun 2023 dari PIHAK KESATU,

Menerima calon peserta didik dari PIHAK KESATU dalam keadaan sehat dan

tidak terpapar Covid-19 di Pusdiklat Bahasa Badikiat Kemhan JI. Jati Nomor
1 Pondok Labu Jakarta Selatan;

Menerima segala biaya penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023
dengan sistem pembayaran yang diatur dalam pasal 5 dari PIHAK KESATU; dan

Menerapkan kurikulum dan bahan pembelajaran pada penyelenggaraan
KIBINA tingkat dasar Tahun 2023.

Pasal 4 d

Pelaksanaan

Penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023, bagi calon peserta Sekkau A-115
TA. 2024 dari negara sahabat, dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di Pusdiklat
Bahasa Badiklat Kemhan JI. Jati Nomor 1 Pondok Labu Jakarta Selatan;

v



(2)

(3)
(4)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023, bagi 2 (dua) orang perwira
calon siswa Sekkau A-115 TA 2024 dar negara sahabat, dilaksanakan selama 5
(lima) bulan, TMT 27 Juli s.d. 13 Desember 2023;

Selama pelaksanaan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 peserta diasramakan,

Penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 dilaksanakan dengan menerapkan
protokol kesehatan (3 M) secara ketat guna mencegah penyebaran Covid-19; dan

Pelaksanaan PKS akan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala yang hasilnya
digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya

Pasal 5
Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan dan
dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KESATU dengan mekanisme serta aturan yang
berlaku.

Penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 dalam Perjanjian ini dibebankan
kepada anggaran PIHAK KESATU sebesar Rp. 55.000.000.- (ima puluh lima juta
rupiah).

Sistem pembiayaan pelaksanaan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023 ini dibayarkan
dalam 2 (dua) termin, yaitu termin pertama sebesar 50% dibayarkan sebelum
pelaksanaan kursus dan termin kedua sebesar 50% dibayarkan menjelang
penutupan kursus, melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Nama Bank - Bank Rakyat Indonesia

Atas Nama - RPL 019 KS BADIKLAT KEMHAN

Nomor Rekening : 033501002339307

PIHAK KEDUA memberikan data dukung kepada PIHAK KESATU guna pembuatan
pertanggungjawaban penggunaan biaya kursus sesuai aturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA mendelegasikan wewenang, tanggung jawab pelaksanaan
penyelenggaraan pelatihan dan penggunaan biaya yang ditimbulkan kepada
penyelenggara (Kapusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan).

Pasal 6 \

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan
selesainya pelaksanaan KIBINA tingkat dasar Tahun 2023, bagi calon siswa Sekkau A-115
TA 2024 dari negara sahabat.
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Pasal 7
Keadaan Kahar/Force Majeure

Keadaan kahar (force majeure) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu
peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan PARA PIHAK sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi
perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran yang bukan
disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.

Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara
tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah
terjadinya force majeure, disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang
berwenang.

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan
dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh
keadaan kahar (force majeure).

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK
mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau
konsiliasi.

Pasal 9

Perubahan Perjanjian

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar Perjanjian ini.

Pasal 10 !

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini berakhir setelah seluruh rangkaian penyelenggaraan KIBINA tingkat dasar
Tahun 2023, bagi calon siswa Sekkau A-115 TA 2024 dari negara sahabat telah selesai
dilaksanakan serta kewajiban dan hak PARA PIHAK telah terpenuhi.

Paraf:
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Pasal 11
Penutup
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal

PKS ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

athurrohman, S.|.P., M.Si., M.Tr.(Han)
Marsekal Pertama TNI



